
 

G U B E R N U R  L A M P U N G  

 
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  

NOMOR : G / 065 / B.VI / HK / 2009 

 

TENTANG 

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2009 

 

GUBERNUR LAMPUNG, 

 

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Angguran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung 

Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2009, perlu 

dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan 

daerah lainnya; 

b. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupali Lampung 

Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2009. 

 

Mengingat : 1.  Undang - Undang Nomor M Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor: 2688); 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - 

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3569); 

 

 



 

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1097 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3688); 

5. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daeraa Tingkat II 

Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); 

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

7. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4310); 

8. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

10. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 

 

 

 

 

 



 

11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844); 

12. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahua 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 

Nomor 4139); 

16. Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembumu Nr^nm Republik Indonoila 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

 



 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 

Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4592); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaien/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8?, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -1737); 

26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengaduan Barang dan Jasa Instunsi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330); 

sebagaimana lelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007; 

 

 



 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggai an 2009; 

 

Memperhatikan : Surat    Bupati Lampung Timur Nomor : 903/025/20/SK/2009 

tanggal 23 Januari 2009 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan 

Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 

Anggaran 2009; 

 

                                        MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  

 

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 

dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Anggaran 2009. 

 

KEDUA : Melakukan    Penyempurnaan    Rancangan    Peraturan   Daerah 

Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan 

Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 

2009 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut: 

 

I.   PENDAPATAN DAERAH : 

1. Dalam rangka untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah 

(PAD) dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengevaluasi 

Peraturan Daerah yang mus» berlakunya lelah melebih) 5 

(lima) tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 11 Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. 

2. Pada Buku Penjabaran APBD pada Pos Sumber - Sumber 

Pendapatan sebagian besar belum dicantumkan dasar hukum 

pungutan, hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri 



 

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tuta Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran 

APBD. bahwa dasar hukum terhadap sumber - sumber 

pendapatan harus dicantumkan. 

 

II. BELANJA DAERAH : 

A. SEKRETARIAT DAERAH 

1. Kode rekening 1.20.1.20.03.01.04.5.2.2.04.03. Belanja Premi 

Asuransi Jiwa senilai Rp.239.940.000,-. Hal ini tidak 

diperkenankan karena bertentangan dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2009, bahwa untuk Asuransi Jiwa 

bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan 

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, oleh karena itu agar dialihkan untuk belanja yang 

terkait dengan pendapatan dari sektor pariwisata, 

2. Dalam upaya menanggulangi prakiraan dampak krisis 

ekonomi global, perlu dilakukan efektifitas dan efisiensi 

alokasi anggaran dengan cara memberikan prioritas pada 

Program Pendidikan dan Kesehatan serta membatasi 

penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan perjalanan 

dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding 

dilakukan secara selektif. Oleh karena itu penyediaan dana 

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada kegiatan : 

a. Kode rekening 1.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.02. senilai 

Rp.2.551.000.000,- 

3. Agar dilakukan efisiensi anggaran senilai Rp.251.000.000,-

sehingga ditetapkan menjadi Rp.2.300.000.000,-. Hasil 

efisiensi tersebut ditata untuk kegiatan yang lebih priorkas 

seperti pendidikan, kesehatan serta pengentasan kemiskinan. 

4. Kode rekening 1.20.1.20.03.18.01. Penyediaan anggaran 

pada kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 

senilai Rp.98.000.000,- Substansi kegiatan tesebut adalah 

kewenangan Provinsi sesuai dengan Pasal 186 Ayat 1 s/d 6 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Agar tidak menimbulkan duplikasi 

anggaran antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, maka 

direkomendasikan judul kegiatan tersebut dirubah agar sesuai 

dengan peruntukannya. 

 

 

 



 

III. UMUM 

 

Belanja Tidak Langsung, Gaji dan Tunjangan pada setiap SKPD 

belum memasukkan Accres 2,5 % untuk mengantisipasi kenaikan gaji 

berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNS. Agar 

ditata kembali penganggarannya. 

Penyediaan Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor, Bahan Bakar 

Minyak/Pelumas dan Perjalanan Dinas (Uang Saku, Penginapan) 

pada setiap SKPD berbeda - beda. Oleh karena itu direkomendasikan 

agar mengacu pada standar harga barang serta disesuaikan dengan 

harga pasar. 

 

KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan 

penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan 

hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 

sejak diterimanya Keputusan ini 

 

KEEMPAT : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan 

tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Timur Tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan 

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten 

Lampung Timur Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah 

dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, 

sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBD Tahun Anggaran 

2009. 

 

KELIMA  Penganggaran dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 

tentang APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2009 dan 

Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD 

Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2009, sah apabila 

memenuhi Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

                                                                                            Ditetapkan di Telukbetung 

                                                                                            Pada tanggal  04 – 2 – 2009     

                        

                                GUBERNUR LAMPUNG 

 

                                                                                                                Dto 

 

                                                                                               SYAMSURYA RYACUDU 

 

 

 

Tembusan : 

 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan); 

2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung; 

3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 

 


